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Abstract: Improving the quality of guidance and counseling services in the
educational unit requires the support of other parties. Process guidance and
supervision right, and carried out by competent and professional personnel are
needed to support the quality of counseling services performed by teachers BK. BK
control activities include activities supervisor, educator, and motivator. The pattern
of structured supervision, honest, and based on the analysis of the problems the
ministry guidance and counseling in schools, will be able to give a good contribution
to the improvement, evaluation, and improvement of guidance and counseling
services, as well as the professionalism of teachers BK as a service provider.
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PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas
pelayanan bimbingan dan konseling
pada dasarnya akan tercapai dengan
peningkatan kualitas dan
profesionalitas guru BK.
Peningkatan kualitas guru BK dapat
diperoleh melalui pendidikan lanjut
(S2 BK), mengikuti pendidikan
Profesi Guru BK, aktif dalam
kegiatan pelatihan dan seminar-
seminar. Selain upaya peningkatan
kualitas yang berasal dari diri guru
BK itu sendiri, dukungan dan
pembinaan dari pihak lain sangat
dibutuhkan dalam peningkatan
kualitas guru BK, salah satunya
yaitu melalui kegiatan pengawasan.
Mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2008
tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan
(9) pengawas terdiri dari: (1)
pengawas satuan pendidikan, (2)
pengawas mata pelajaran, atau
pengawas kelompok mata
pelajaran, dan pengawasan terhadap
kegiatan Bimbingan dan konseling
secara langsung masuk ke
dalamnya. Layanan bimbingan dan
konseling merupakan kegiatan yang
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terencana berdasarkan pengukuran
kebutuhan (need asessment) yang
diwujudkan dalam bentuk program
bimbingan dan konseling Program
menjadi landasan yang jelas untuk
mengukur layanan profesional yang
diberikan oleh guru BK/Konselor
di sekolah. Sasaran pengawasan
bidang bimbingan dan konseling
meliputi seluruh kegiatan
bimbingan dan konseling di
sekolah, baik dari jenjang
pendidikan dasar, menengah, dan
pendidikan tinggi.
Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah/Madrasah
menegaskan bahwa seorang




evaluasi pendidikan, penelitian dan
pengembangan serta kompetensi
sosial.
Kondisi di lapangan saat ini
tentu saja masih banyak pengawas
sekolah/madrasah yang belum
menguasai keenam dimensi
kompetensi tersebut dengan baik.
Persoalan yang terjadi secara global
(dalam hal pengawasan) tersebut di
atas juga merambah ke dalam
pengawasan bidang Bimbingan dan
Konseling. Survei yang dilakukan
oleh Direktorat Tenaga
Kependidikan pada Tahun 2008
terhadap para pengawas di suatu
kabupaten menunjukkan bahwa
para pengawas memiliki kelemahan
dalam kompetensi supervisi
akademik, evaluasi pendidikan, dan
penelitian dan pengembangan.
Sosialisasi dan pelatihan yang
selama ini biasa dilaksanakan
dipandang kurang memadai untuk
menjangkau  keseluruhan pengawas
dalam waktu yang relatif singkat.
Selain itu, karena terbatasnya
waktu maka intensitas dan
kedalaman penguasaan materi
kurang dapat dicapai dengan kedua
strategi ini.
Mencermati persoalan
tersebut di atas, maka penulis
berusaha untuk menyajikan
beberapa paparan mengenai konsep
pengawas dan kepengawasan
pendidikan utamanya pada bidang
Bimbingan dan Konseling.
Pembahasan yang akan disajikan
meliputi komponen: a) Ketentuan
tentang pengawas, b) Konsep
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pengawas Bimbingan dan
Konseling, c) Tugas dan tanggung
jawab pengawas Bimbingan dan
Konseling, d) Tujuan pengawas




Tujuan utama dari pembahasan
adalah memberikan pemahaman

















































































Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Pemenuhan























12 tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah/Madrasah,
menyatakan bahwa jenis













Mata Pelajaran yang Relevan
(MIPA dan TIK, IPS, Bahasa,





Rumpun Mata Pelajaran yang
Relevan (MIPA dan TIK, IPS,
Bahasa, Olahraga Kesehatan,















dan pembinaan melalui arahan,




3. Tugas dan Tanggung Jawab
Pengawas Bimbingan dan
Konseling




































bukan sekedar kata, melainkan








(Depdiknas, 2009 yang merujuk

















































bimbingan dan konseling untuk
melaksanakan tugas pokok dan
tanggung jawabnya diatur
sebagai berikut:
1) Ekuivalensi kegiatan kerja
pengawas bimbingan dan
konseling terhadap 24 (dua
puluh empat) jam tatap
muka dalam 1 (satu)
minggu menggunakan
pendekatan jumlah guru





2) Jumlah guru yang harus
dibina untuk pengawas
bimbingan dan konseling
paling sedikit 40 (empat
puluh) dan paling banyak
60 guru BK (Depdiknas,
2009: 39).




bidang bimbingan dan konseling


















e. Menilai kemampuan guru
BK dalam menggunakan
media dan sumber belajar




g. Menilai kemampuan guru
BK dalam meningkatkan
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hasil belajar siswa melalui
layanan BK
h. Menilai kemampuan guru
BK dalam melaksanakan
penelitian tindakan kelas




j. Membina guru BK dalam
mempertinggi kompetensi
profesionalnya













item tersebut di atas adalah
mengarah kepada penjaminan mutu
pembelajaran dan/atau pendidikan.
Penjaminan mutu (quality




teknik ini akan dapat dideteksi
adanya penyimpangan yang terjadi
pada proses. Teknik ini















konselor, optimalisasi peran dan
fungsi personilsekolah dalam
layanan bimbingan dan konseling,
serta mekanisme layanan sesuai
dengan peran dan fungsinya.
Aplikasi Ketentuan Tentang
Pengawas Bimbingan dan
Konseling di Sekolah lebih lanjut
diuraikan sebagai berikut
(Depdiknas, 2009:74):














































semester yang lebih rinci
dan sistematis sesuai dengan
aspek/masalah prioritas






















Achievable, Realistic and Time
Bound).
1) Specific, artinya program
yang disusun memiliki











dicapai, baik dari segi
waktu, biaya maupun
kondisi yang ada.
4) Realistics, artinya program-
program benar-benar
didasarkan pada data atau
kondisi dan kebutuhan riil
sekolah-sekolah binaan
serta tidak mengada-ada.






















3) Kegiatan ini dilakukan di
sekolah binaan, sesuai
dengan uraian kegiatan dan
jadwal yang tercantum
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1) Setiap pengawas membuat
laporan dalam bentuk





































maupun jumlah jam yang
diperlukan untuk setiap
kegiatan sesuai dengan tema





cara-cara baru yang lebih





















b. Tujuan pengawasan yang
hendak dicapai.
c. Indikator keberhasilan,











e. Skenario kegiatan, berupa
langkah atau tahapan
supervisi yang sistematis
dan logis yang disesuaikan
dengan jadwal dan waktu.




g. Penilaian dan instrumen,
jenis dan bentuk disesuaikan
dengan aspek/masalah yang
akan diselesaikan.








memiliki peran yang sangat




konseling akan menjadi kegiatan















Dengan demikian, tidak semua
orang dapat menjadi pengawas
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BK dan melakukan proses
pengawasan BK. Syarat minimal











BK di sekolah, peningkatan
kualitas dan profesionalitas guru
BK, serta menjadi mampu
membangun motivasi bagi guru
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